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PENETAPAN
Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Klk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 13 Agustus 1983,
umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka,

Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;
Lawan

Termohon, tempat tanggal lahir XXXX, 21 Oktober 1968, umur 55
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN,
tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi

Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama  Nomor
190/Pdt.G/2024/PA.Klk Kolaka hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2007, Pemohon dengan Termohon

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No. 190/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka sebagaimana Duplikat
Buku Nikah Nomor XXXX, tanggal 25 April 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua
Termohon di Kabupaten Kolaka, selama 6 (enam) tahun, lalu pindah
tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di
Kabupaten Kolaka, sampai sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan
layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula
berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara
Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran
yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan
karena:

a. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon apabila Pemohon
sedang keluar rumah bersama teman Pemohon;

b. Termohon sering melarang Pemohon menggunakan kendaraan milik
bersama;

c. Termohon sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya seperti
memenuhi nafkah batin dan menyiapkan makan untuk Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon terjadi pada bulan November tahun 2023 dan sejak itu antara
Pemohon dan Termohon berpisah ranjang sampai sekarang tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon
sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon
untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon datang menghadap di persidangan, dan Mejalis Hakim telah
berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh
proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul
Muhadi, S.Ag., M.H., sebagaimana Laporan Mediasi tanggal 21 Mei 2024,
dan mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, berdasarkan laporan mediasi tersebut, Pemohon dan
Termohon menyatakan telah kembali rukun dan akan membina kembali
rumah tangga, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut

perkaranya.

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para
pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan
perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dab perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi
dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kolaka H. Abdul Muhadi, S.Ag.,
M.H., namun berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 21 Mei 2024, mediasi
berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian dalam
pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali
rukun dan akan kembali membina rumah tangga, dan Pemohon menyatakan
akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak
melanggar hak Termohon sebab Termohon telah menyatakan benar telah
kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat
tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (Reglement op de Rechtsvordering)
serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
190/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 12 Dzulga’dah 1445 Hijriah, oleh Achmad N.,
S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.l. dan Muh. Nasharuddin
Chamanda, S.H.l., sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh lImiyawanti,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Ketua Majelis,
ttd
Achmad N., S.H.l., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Nur Fadhil, S.H.l. Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.l.

Panitera Pengganti,
td

limiyawanti, S.H.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
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2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. PNBP :Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah : Rp370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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